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         salinan 

BUPATI PEKALONGAN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN 

NOMOR   84  TAHUN 2022 

 

TENTANG 

 

TARIF ANGKUTAN KENDARAAN UMUM PERDESAAN  

DI KABUPATEN PEKALONGAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI PEKALONGAN, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan 

penyelenggaraan angkutan umum perdesaan di Wilayah 

Kabupaten Pekalongan dengan mobil kapasitas tempat 

duduk 12 (dua belas) orang perlu dilakukan penyesuaian 

tarif yang berpedoman pada harga bahan bakar minyak 

yang ada saat ini dan biaya operasional kendaraan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Pekalongan tentang Tarif Angkutan Kendaraan 

Umum Perdesaan di Kabupaten Pekalongan; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II 

Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2757); 
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2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6760); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor  5025); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 40);  

6. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 399), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 

Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang 

Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran 

Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 294);  

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 

Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tranportrasi Darat 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 

Nomor 2); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN 

KENDARAAN UMUM PERDESAAN DI KABUPATEN 

PEKALONGAN.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan. 

5. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang 

dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan 

kendaraan. 

6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor 

yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum 

dengan dipungut bayaran. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

Pasal 2 

 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah 

untuk menjadi pedoman tarif angkutan kendaraan 

umum perdesaan di wilayah Kabupaten Pekalongan. 

(2) Penetapan Peraturan Bupati ini bertujuan untuk: 

a. menjaga kelangsungan usaha angkutan umum; dan 

b. melindungi pengguna jasa angkutan umum. 
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BAB III 

BESARAN TARIF 

 

Pasal 3 

 

Tarif Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di Wilayah 

Daerah dengan mobil kapasitas tempat duduk 12 (dua 

belas) Orang ditentukan dengan Tarif dasar batas atas 

sebesar sebesar Rp700,-/pnp-km (tujuh ratus rupiah per 

penumpang per kilometer) dan tarif batas bawah sebesar 

Rp250,- /pnp-km (dua ratus lima puluh rupiah). 

 

Pasal 4 

 

(1) Tarif dasar atas dan batas bawah angkutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum termasuk 

iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan 

penumpang berdasarkan Undang-undang Nomor 33 

Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib 

Kecelakaan Penumpang jo Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 

Penumpang dan jenis asuransi lainnya yang dilakukan 

sukarela. 

(2) Iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan 

penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilakukan pembulatan ke atas dengan kelipatan 

Rp100,- (seratus rupiah). 

 

BAB IV 

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 

 

Pasal 5 

 

Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Bupati ini menjadi 

tanggung jawab Kepala Dinas.  
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BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 6 

 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif 

Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan di Kabupaten 

Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2013, Nomor 32), sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 24 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Bupati Pekalongan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tarif 

Angkutan Kendaraan Umum Perdesaan Di Kabupaten 

Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 

2016, Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Pekalongan. 

 

 

Ditetapkan di Kajen  

pada tanggal 24 Oktober 2022 

 

BUPATI PEKALONGAN, 

TTD 

FADIA ARAFIQ 

 

Diundangkan    di Kajen 
pada tanggal  24 Oktober 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN, 

TTD 
M. YULIAN AKBAR 

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2022 NOMOR 84 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KABUPATEN PEKALONGAN, 

 
ADITOMO HERLAMBANG, SH 

Pembina 
Nip. 19680517 198903 1 009 

 


